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KABUPATEN BENGKULU UTARA 
T AHUN ANGGARAN 2-021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BENGKULU UT� 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undan:g Nomor 9 To_hun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tenrang Pemerintahan Daerah dan ketenruan PAAAl 
194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah 
menyampaikan Peraturan Daerah ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)� dengan dilampiri 
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam] bulan setelah 
ta.bun .Rn.f1'1u1.n.tR berakhir: ���- 1 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
da la rn huruf a, perlu menetap.kan Peratu . ran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021. 

1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat 
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 
56} dan Undang .. Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai 
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Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ten tang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4022); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Tahun 2021 Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 
Nomor 4); 



Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA 

dan 

BUPATI BENGKULU UTARA 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 
2021. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah 
dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Surplus/Defisit Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara 
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 

7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik tahun anggaran yang berkenaan maupun pada 
tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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BAB II 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 

Pasal 2 
( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan 

keuangan rnernuat : 
a. La po ran Realisasi Anggaran (LRA); 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; 
d. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); 
e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 
f. Laporan Operasional (LO); dan 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Perneriksa Keuangan serta dilarnpiri dengan laporan keuangan 
Perusahaan Milik Daerah. 

Bagian Kesatu 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Pasal 3 
Laporan Realisasi Anggaran sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut: 
a. Pendapatan Rp l.278.584.525.650, 16 
b. Belanja Rp l.162.597.980.782,24 

Surplus / (Defisit) Rp 115.986.544.867,92 
c. Pembiayaan 

Penerirnaan 
Pengeluaran 

d. Pernbiayaan Netto 

Rp 
Rp 
Rp 

38.239 .550.64 7 ,52 
1.431.000.000,00 

152. 795.550.64 7 ,52 

Pasal 4 
( 1) Selisih antara Anggaran Pendapatan dengan Realisasi 

Pendapatan sebesar Rp (6.221.325.860, 16) dengan rincian 
sebagai berikut: 
a. Anggaran Pendapatan 

(Setelah Perubahan) 
b. Realisasi Pendapatan 
c. Selisih Lebih / (Kurang) 

Rp 

Rp 
Rp 

1.272.363.199. 790,00 

l.278.584.525.650, 16 
(6.221.325.860, 16) 

(2) Selisih antara Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja 
sebesar Rp 128.222.567.043,76 dengan rincian: 
a. Anggaran Belanja Rp l.290.820.547.826,00 

(Setelah Perubahan) 
b. Realisasi Belanja 
c. Selisih Lebih / (Kurang) 

Rp 
Rp 

l.162.597.980,782,24 
128.222.567.043,76 
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(3) Selisih antara Anggaran Surplus/Defisit dengan 
Surplus/Defisit sebesar Rp (134.443.892.903,92) 
rmcian : 

Realisasi 
dengan 

a. Anggaran Surplus/ 
Defisit (Setelah 
Perubahan) 

b. Realisasi Surplus/ 
Defisit 

c. Selisih Lebih / (Kurang) 

Rp 

Rp 

Rp 

(18.457.348.036,00) 

115.986.544.867,92 

(134.443.892.903,92) 

38.239.550.647.52 

(18.282.202.611,52) 

Rp 

Rp 

(4) Selisih antara Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan 
Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar 
Rp(l8.282.202.611,52) dengan rincian: 
a. Anggaran Penerimaan : Rp 19.957.348.036,00 

Pembiayaan 
(Setelah Perubahan) 

b. RealisasiPenerimaan 
Pembiayaan 

c. Selisih Lebih / (Kurang) 

1.500.000.000,00 : Rp 

(5) Selisih antara Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan 
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 69.000.000,00 
dengan rincian : 
a. Anggaran Pengeluaran 

Pembiayaan 
(Setelah Perubahan) 

b. Realisasi Pengeluaran 
Pembiayaan 

c. Selisih Lebih / (Kurang) 

Rp 

Rp 

1.431.000.000,00 

69 .000.000,00 

18.457.348.036,00 : Rp 

(6) Selisih antara Anggaran Pembiayaan Netto dengan Realisasi 
Pembiayaan Netto sebesar Rp (18.351.202.611,52) dengan 
rincian: 
a. Anggaran Pembiayaan 

Netto 
(Setelah Perubahan) 

b. Realisasi Pembiayaan 
Netto 

c. Selisih Lebih / (Kurang) 

Rp 

Rp 

36.808.550.64 7,52 

(18.351.202.611,52) 
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Bagian Kedua 
Neraca 

Pasal 5 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 
Desember Tahun 2021 sebagai berikut: 
a. Jumlah Aset Rp 
b. Jumlah Kewajiban Rp 
c. Jurnlah Ekuitas Rp 

Bagian Ketiga 
Laporan Arus Kas 

Pasal 6 
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) 
huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
tahun 2021 sebagai berikut: 
a. Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2021 sebesar 

Rp33.302.990.930,87 

l.867.368.166.952,02 
19.845.013.731,98 

1.84 7 .523.153.220,04 

b. 

c. 

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi sebesar 
Rp27 l .27 l .356. 778,45 
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar 
Rp(156.715.81 l.910,53) 

d. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan sebesar Rp0,00: 
e. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris/Non Anggaran 

sebesar: Rp(14.182.380.024,51) 
f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember tahun 2021 sebesar 

Rp133.676.155. 774,28: 

Bagian Keempat 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) 

Pasal 7 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf d untuk tahun yang berakhir 
sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut: 
a. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari tahun 2021 sebesar 

Rp38.239.550.64 7 ,52. 
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember tahun 2021 

sebesar Rp152.795.095.515,44. 



Bagian Kelima 
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Pasal 8 
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember tahun 2021 sebagai berikut: 
a. Ekuitas Awal per 1 Januari tahun 2021 sebesar 

Rpl. 721.185.229.116,86 
b. Surplus / Defisit Laporan Operasional sebesar 

Rp120.978.412.332,20 
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

sebesar RpS.359.511.770,98 
d. Ekuitas Akhir per 31 Desember tahun 2021 sebesar 

Rpl.847.523.153.220,04 

Bagian Keenam 
Laporan Operasional (LO) 

Pasal 9 
Laporan Operasional (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
( 1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
tahun 2021 sebagai berikut: 
a. Pendapatan Operasional sebesar Rpl.308.369.974.111,04. 
b. Behan Operasional sebesar Rpl.188.036.153.118,78. 
c. Surplus / Defisit Operasional Sebelum pos Luar Biasa sebesar 

Rp 120. 978.412.332,20. 

Bagian Ketujuh 
Catalan Atas Laporan Keuangan 

Pasal 10 
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 
( 1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 11 
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran 

Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi 
Anggaran menurut urusan 
Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 
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b. Lampiran II 

k. Lampiran XI 

J. Lampiran X 

Lampiran I. 4 

Rincian Laporan Realisasi Anggaran 
menurut urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Laporan Realisasi 
Anggaran Belanja Daerah menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, dan Kegiatan; 
Rekapitulasi Realisasi Anggaran 
Belanja Daerah untuk keselarasan 
dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan 
keuangan daerah; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Catatan Atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan 
Piutang Tidak Tertagih; 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir 
dan Penyisihan Dana Bergulir; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 
Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi 
Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 
Daftar Rekapitulasi Konstruksi 
Dalam Pekerjaan; 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
Daftar kegiatan-kegiatan yang 
belum diselesaikan sampai akhir 

· tahun dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran berikutnya; 
dan 
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah. 

Lampiran XX 

m. Lampiran XIII 
n. Lampiran XIV 

Lampiran 1.2 

Lampiran I.3 

t. 

c. Lampiran III 
d. Lampiran IV 
e. Lampiran V 
f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 
h. Lampiran VIII 
1. Lampiran IX 

o. Lampiran XV 
p. Lampiran XVI 
q. Lampiran XVII 
r. Lampiran XVIII 
s. Lampiran XIX 

1. Lampiran XII 

I 
I 



Pasal 12 
Ketentuan Iebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

BAB III 
PENUTUP 

Pasal 13 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Pera.turan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengku1u Utara. 

Ditetapkan di Arga Makmur 
pada tanggal 30 September 2022 

BUPATI BENGKULU UTARA1 

ttd 

l\1IA ... N 

Diundangkan di Arga Makmur 
pada tanggal 30 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTAM 

ttd 

ttl\t< r l\D 1 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, 
PROVINSI BENGKUW: (3 /22 /2022l 

.. ' ' r r 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DESM SIBORO.S.H 
Pena ta Tk. I (III/ d) 

NIP. 197001102010011003 
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